5. PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat dalam penelitian dan
pembahasan pada bab sebelumnya, pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan

dan saran penelitian :
A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis skalogram menunjukkan bahwa terdapat 7 Pusat
pertumbuhan dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Pusat pertumbuhan
tersebut memiliki skor yang paling tinggi dan fasilitas lengkap dibanding
kecamatan lainnya, sehingga kecamatan ini termasuk kedalam ranking 1.
Kecamatan yang termasuk kedalam ranking 1 juga dikatakan sebagai
kecamatan tinggi. Pusat pertumbuhan tersebut diantaranya Kecamatan
Soreang, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan
Baleendah, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Cileunyi, dan Kecamatan
Rancaekek. Sebagian besar kecamatan pusat pertumbuhan mempunyai jarak
yang dekat dengan Kota Bandung.

2. Berdasarkan hasil analisis gravitasi, setiap pusat pertumbuhan memiliki
interaksi yang berbeda dengan daerah sekitarnya (hinterland). Hubungan
paling erat yaitu antara Kecamatan Baleendah dengan Kecamatan
Bojongsoang. Selain itu, ibu kota Kabupaten Bandung vyaitu Soreang
mempunyai hubungan yang paling erat dengan Kecamatan Kutawaringin.
Kecamatan Majalaya memiliki hubungan yang erat dengan Ciparay.
Sedangkan Kecamatan Ciparay mempunyai hubungan interaksi yang sangat
kuat dengan Baleendah. Kemudian, Kecamatan Rancaekek mempunyai
interaksi yang kuat dengan Cileunyi. Begitu pula sebaliknya, Kecamatan
Cileunyi mempunyai interaksi yang kuat dengan Rancaekek. Kecamatan
Pangalengan memiliki nilai interaksi tidak jauh berbeda dengan hinterland-
nya, nilai interaksi paling tinggi yaitu dengan kecamatan Pacet. Masing-
masing kecamatan mempunyai hubungan satu sama lain, namun yang
menarik adalah adanya hubungan antara pusat pertumbuhan dengan pusat
pertumbuhan lainnya sebagai hinterland. Artinya daerah tersebut saling
mendorong satu sama lain atau saling bergantung satu sama lain untuk
mengembangkan wilayahnya
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3. Dengan mempertimbangkan central place theory, hierarki perkotaan dibagi
kedalam tiga bagian yaitu pusat, sub pusat 1 dan sub pusat 2. Pusat adalah
wilayah yang selain memiliki fasilitas yang lengkap juga berperan sebagai
pusat pemerintahan dan kegiatan barang dan jasa ekonomi, wilayah tersebut
adalah Soreang. Sub pusat 1 merupakan daerah yang langsung
bersubordinasi dengan pusat. Karena fasilitasnya yang lengkap, daerah ini
dapat membantu pengembangan wilayah sub pusat 2 dan lainnya. Sub pusat
1 yaitu Kecamatan Majalaya dan Pangalengan. Sedangkan sub pusat 2
adalah daerah sekitar sub pusat 1. Daerah sub pusat 1, berpotensi untuk

dikembangkan sehingga dapat menunjang pemerataan pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa

saran diantaranya:

1. Agar pembangunan merata di Kabupaten Bandung maka pemerintah daerah
sebaiknya meningkatkan ketersediaan fasilitas baik ekonomi maupun sosial
di wilayah-wilayah tertinggal atau kecamatan rendah di Kabupaten Bandung.
Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan
melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengembangan
prasarana dan sarana transportasi darat yang menujang kelancaran kegiatan
perekonomian seperti perbaikan jalan dan sarana angkutan yang dapat

menumbuhkan dan meningkatkan interaksi antar warga di daerah.

2. Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi terutama kecamatan rendah,
diperlukan adanya kebijakan yang dapat mendorong masuknya kegiatan
ekonomi (investasi) di daerah tersebut. Kegiatan tersebut dapat berupa
peningkatan dan perbaikan fasilitas infrastrukur yang diperlukan, sehingga

dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
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Lampiran 1

Berikut ini langkah-langkah dalam analisis skalogram:

1.

Kolom (1 dan 2) diisi dengan nomor urut untuk wilayah (kecamatan) dan
nama-nama kecamatan yang ada di kabupaten.

Kolom selanjutnya (3-10) adalah kolom jenis fasilitas. Banyaknya jumlah
fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial berdasarkan data dari
dinas-dinas terkait.

Kemudian di baris paling akhir (11) ada poin yang mana poin tersebut
dikalikan dengan jumlah fasilitas di setiap kecamatan. Sehingga kolom
“skalogram” memperlihatkan hasil poin.

Kolom total merupakan total penjumlahan dari setiap poin fasilitas

Rank size diisi bedasarkan total nilai skalogram yang paling besar. Rank size
ini dibagi kedalam tiga interval untuk menggambarkan kecamatan yang

tertinggi, sedang dan rendah.

A-1



